ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban
(victimless crime), melainkan sudah merupakan kejahatan yang banyak memakan
korban dan bencana berkepanjangan untuk seluruh umat manusia di dunia. Dalam
tindak pidana narkotika tersebut, harus dilakukan pengawasan dan pengendalian
untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Berdasarkan
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika aparat penegak hukum
yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana
narkotika yaitu salah satunya Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu
kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kepolisian Rl adalah melakukan
teknik pembelian terselubung (undercover buy) yang telah diatur dalam Undang-
Undang Narkotika. Dalam penulisan hukum kali ini, akan membahas mengenai
kebijakan formulasi tentang tindak pidana narkotika di Indonesia, kemudian
membahas mengenai kajian yuridis teknik pembelian terselubung dalam tindak
pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika di Polda Jawa Tengah.

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan
Yuridis-Normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Data yang
didapat bersifat primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, dan
bersifat sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data tersebut
kemudian diolah secara kualitatif.

Hasil penelitian mengenai kebijakan formulasi tentang tindak pidana
narkotika di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, serta ketentuan peraturan hukum positif lainnya yang telah
yang mengatur masalah narkotika. Analisis yuridis mengenai teknik pembelian
terselubung (undercover buy) berdasarkan Undang-Undang Narkotika pada salah
satu contoh kasus di Polda Jawa Tengah, pihak penyidik telah menerapkan teknik
pembelian terselubung dalam proses penangkapan Rois Atanto (tersangka),
namun dalam pelaksanaannya penggunaan Informan masih dilibatkan dalam
proses penangkapan yang dimana tahap tersebut sudah termasuk dalam tahap
penyelidikan. Penggunaan Informan dilakukan apabila telah mendapat izin dari
atasan untuk keamanan Informan di kemudian hari.
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ABSTRACT

The narcotics abuse is a crime engender many victims and prolonged
disasters for humanity globally. Based on Act Number 35 of 2009 concerning
Narcotics, the law enforcement officers authorized to conduct investigations in
narcotics crimes is the Police of the Republic of Indonesia. One of the
investigative authorities given to the Indonesian National Police is to carry out
undercover buy techniques that have been regulated in the Narcotics Act. This
legal writing aim to discuss the formulation policy on narcotics crimes in
Indonesia and to discuss the juridical study of undercover buy techniques in
narcotics crime based on the Narcotics Act with a case happened in Central Java.

This legal writing uses the Juridical-Normatif approach with descriptive-
analytical specification research method. The data used in this writing are
primary data which obtained directly from field, and secondary data which
obtained from library studies. The datas are then processed qualitatively.

The conclusion obtained by the author regarding the policy formulation of
narcotics crime in Indonesia is currently regulated in Act Number 35 of 2009
concerning Narcotics and also regulated in other positive legal provisions. While
on juridical analysis of the undercover buy technique based on the Narcotics Act
on a case in Central Java, investigators did not only applied undercover buy
technique in the process of arresting Rois Atanto (the suspect), but the Informant's
use is still involved in the arrest process which need a permission for security
reason of the Informant because this stage is included in the investigation phase.
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